
BUPATI REMBANG•               PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR  GSTAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG  PENJABARAN    PERUBAHAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN

BELANJA DAERAH RABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI REMBANG,

a.   bahwa   berdasarkan   Keputusan   Menteri   Keuangan   R.I
Nomor  28/KM.7/2020  tentang Tata  Cara  Pengelolaan  dan
Rincian  Dana  Cadangan  Bantuan  Operasional  Kesehatan
(BOK)   Tambahan   Gelombang  V  Tahun  Anggaran   2020,
maka perlu dilakukan penyesuaian Program/Kegiatan dan
belanja  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

b.   bahwa Pemerintah Kabupaten  Rembang telah menetapkan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  3  Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;

c.   bahwa  sesuai  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2020, dana transfer dari Pemerintah Pusat
dan  alokasi  bantuan  yang  bersifat  khusus  yang  diterima
setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran   2020   ditetapkan,   Pemerintah   Daerah   harus
menyesuaikan     dengan     terlebih     dahulu     melakukan
Perubahan  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2020;

d.   bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam  huruf a,  huruf b  dan  huruf c,  perlu  menetapkan
Peraturan   Bupati   tentang   Perubahan   Kedua   Peraturan
Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
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2.   Undang-Undang     Nomor     28     Tahun      1999      tentang
Penyelenggaraan   Negara   yang   Bersih   dan   Bebas   dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun   1999  Nomor  75,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.   Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003  tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4.   Undang-Undang      Nomor      1      Tahun      2004      tentang
Perbendaharaan    Negara    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun   2004   Nomor   5,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.   Undang-Undang     Nomor      15     Tahun      2004      tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab   Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400

6.   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun   2004   tentang  Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor   104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.   Undang-Undang     Nomor     33     Tahun     2004     tentang
Perimbangan   Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  126,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.   Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004   tentang  Sistem
Jaminan    Sosial    Nasional    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  150,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

9.   Undang-Undang   Nomor   28   Tahun   2009   tentang   Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  130,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.Undang-Undang     Nomor     23     Tahun      2014      tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor   9   Tahun   2015   tentang   Perubahan   Kedua   atas
Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11.Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran  Negera Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomdr  42,  Tambahan  Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 6322);



12.   Peraturan    Presiden    Nomor    32    Tahun    2014    tentang
Pengelolaan   dan   Pemanfaatan   Dana   Kapitasi   Jaminan
Kesehatan   Nasional   pada   F`asilitas   Kesehatan   Tingkat
Pertama   Milik    Pemerintah    Daerah    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

13.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   13  Tahun  2006
tentang      Pedoman      Pengelolaan      Keuangan      Daerah
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Neger.i  Nomor  21   Tahun  2011
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

14.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang   Pembentukan   Produk   Hukum   Daerah   (Berita
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2015   Nomor   2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor   120  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang   Pembentukan   Produk   Hukum   Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20.18 Nomor 157);

15.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62  Tahun  2017
tentang   Pengelompokan   Kemampuan   Keuangan   Daerah
Serta     Pelaksanaan     dan     Pertanggungjawaban     Dana
Operasional;

16.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  33  Tahun  2019
tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

17.   Keputusan   Menteri  Keuangan  R.I   Nomor  28/KM.7/2020
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Dana Cadangan
Bantuan      Operasional     Kesehatan      (BOK)      Tambahan
Gelombang V Tahun Anggaran 2020;

18.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  13  Tahun
2006  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor
46,   Tambahan   Lembaran   Daerah   Kabupaten   Rembang
Nomor 61);

19.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  5  Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten     Rembang     (Lembaran     Daerah     Kabupaten
Rembang  Tahun   2016   Nomor   5,   T.ambahan   Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

20.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  3  Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah    Kabupaten    Rembang    Tahun    Anggaran    2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor
3);



21.   Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati  (Berita  Daerah  Kabupaten  Rembang  Tahun  2017
Nomor 28);

22.   Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penjabaran  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020  (Berita
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSRAN :

Menetapkan    :      PERATURAN      BUPATI      TENTANG      PERUBAHAN      KEDUA
PERATURAN   BUPATI   REMBANG   NOMOR   47   TAHUN   2020
TENTANG          PENJABARAN          PERUBAHAN          AN a GARAN
PENDAPATAN     DAN           BELANJA     DAERAH      RABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 47
Tahun     2020     tentang     Penjabaran     Perubahan     Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Rembang  Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah' Kabupaten Rembang Tahun 2020
Nomor 47) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I,  diubah  sebagaimana tercantum dalam
Lampiran  I    merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan  Lampiran  11,  Perubahan  Penjabaran  APBD  diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku  pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.
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BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR


